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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan
Anak Jawa Timur Dalam Memediasi Kasus-Kasus Pengasuhan Anak Pasca
Perceraian”. Peneclitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang
bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi
kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian dan bagaimana analisis terhadap
peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus
pengasuhan anak pasca perceraian.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan Teknik
pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pola pikir
deduktif yaitu dengan menjelaskan teori tentang relasi antara mediasi dan
pengasuhan anak dalam perkawinan maupun pasca perceraian secara umum
kemudian dilihat fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya diberi penafsiran
untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Bahwa peran Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan anak
pasca perceraian adalah dengan memberikan pelayanan konseling dari tahap
pelaporan sampai proses penyelesaian kasus dengan mediasi, dengan memberikan
pendampingan, membimbing dan mengkoordiner para pihak dalam proses kegiatan
mediasi hingga mendamaikan para pihak berupa naskah perdamaian. Kedua,
Setelah dianalisis secara yuridis dengan menggunakan Peraturan Menteri No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka, Mediasi yang dilakukan
oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam penyelesaian kasus-kasus
pengasuhan anak pasca perceraian ini masih terdapat kekurangan. Terutama pada
hasil dari mediasi tersebut tidak didaftarkan ke Pengadilan untuk mendapatkan
kekuatan hukum yang berupa akta perdamaian. Akan tetapi kegiatan mediasi
tersebut merupakan bentuk peran masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan
perlindungan anak dan kegiatan mediasi tersebut juga telah mewujudkan hak-hak
anak korban perceraian orang tuanya. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang
diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
dan Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

Beradasarkan pada kesimpulan di atas, maka penilis dapat memberi saran:
Pertama, Agar peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi
kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian dapat berlangsung dengan lebih
baik dengan menekankan kepada para pihak yang berkonflik untuk berdamai dan
lembaga agar melakukan monitoring terhadap perkembangan pasca kegiatan
mediasi. Kedua, Untuk suami istri yang sudah bercerai disarankan sebagai orang
tua agar meningkatkan kesadaran betapa pentingnya peran kedua orang tua dalam
kehidupan si anak dan lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak si anak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga dalam ikatan suami istri tidak selamanya
berjalan sesuai yang diharapkan yakni tentram, damai, bahagia dan
harmonis, tetapi juga terkadang terjadi kesalah pahaman yang membuat
timbulnya percecokkan ataupun perselisihan antara keduanya. Karena
sebuah rumah tangga tidak pernah terlepas dari masalah. Apabila dua hati
yang sudah tidak bisa memahami satu sama lain dan dua pikiran yang
sudah tidak bisa lagi sejalan dalam mengatasi konflik ataupun
perselisihan masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah rumah tangga,
maka mereka lebih memilih perceraian sebagai solusi dalam mengatasi
pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali
perceraian justru menambah berkorbarnya api perseteruan. Layar kaca
pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun pasca
perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui
tayangan-tayangan infotaiment.t

Istilah perceraian tedapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat

putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.

1 Abdullah Azam Nur, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan
Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK)”, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2017), 2.



Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan
karena perceraian, sebagaimana pada intinya mengatakan baik ibu atau
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bapak yang
bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
memberi kewajiban tersebut, serta pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan
sesuatu kewajiban bagi bekas istri.?

Memperhatikan substansi Pasal 41 tersebut, maka dapat ditegaskan
bahwa meskipun suami istri telah bercerai, bukan berarti kewajiban
suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak terputus, hilang atau
berakhir. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap
harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.
1 Tahun 1974. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian
yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui
dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami atau istri
sebagai hak asasi manusia (HAM).?

Sedangkan hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi

manusia adalah hak hidup. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3 Muhammad Syaifuddin, et al, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 350.



39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa HAM adalah “Seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan martabat
manusia”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa penting untuk melindungi,
menghormati hak-hak setiap manusia terutama hak-hak anak yang
menjadi korban perceraian orangtuanya.

Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, sehingga peran
orangtua baik laki-laki maupun perempuan harus bertanggungjawab
untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga mereka menjadi
anak yang tumbuh dengan baik dan dapat mengembangkan bakat dan
potensinya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu
penerus bangsa, yang memiliki potensi, bakat, peranan, ciri dan sifat
khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak
manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia atas anak.* Dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan jasmani, rohani maupun mental dan sosial yang cukup
baik, maka anak juga memerlukan bimbingan, pembinaan, perlindungan
serta dukungan baik dari orang di sekitarnya maupun perangkat hukum

yang lebih mantap dan memadai.®

4 AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Malang: Setara
Press, 2017), 4.

S Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik (Yogyakarta:
Graha llmu, 2015), 1.



Pemerintah Republik Indonesia telah mengupayahkan berbagai cara
untuk memberi perlindungan terhadap anak dengan pemenuhan hak-hak
anak. Salah satunya melalui perlindungan hukum. Dalam Pasal 28 ayat
(2) huruf b Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan
perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya perlindungan hukum
bagi anak dapat meliputi berbagai aspek yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.

2. Perlindungan anak dalam proses pradilan.

3. Perlindungan kesejahteraan anak.

4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan
kemerdekaan.

5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.

6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.

7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.

8. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.®

Lingkup perlindungan hukum terhadap anak seperti yang
diungkapkan di atas semata-mata dilakukan demi terciptanya
kesejahteraan anak. Secara umum, kesejahteraan anak dapat diartikan
suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani,

& AAA. Ngr Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak..., 3.



jasmani, maupun sosial.” Selain Undang-Undang Dasar 1945, ada
beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya
tersebut, yaitu:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Melalui beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, Negara
Kesatuan Republik Indonesia hendak menjamin kesejahteraan tiap
warganya, termasuk perlindungan terhadap anak dengan melindungi hak
anak yang merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam
konsiderans Undang-undang Perlindungan Anak di atas, setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta bahak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19458
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.® Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala

" Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Perkawinan.
8 AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak..., 4.
® Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



upaya untuk mencegah, ekploitasi, penelantaran dan memberdayakan
anak yang mengalami perlakuan salah atau anak yang berhadapan
dengan hukum, agar dapat menjamin kelangsungan hidup baik fisik,
mental dan sosialnya.

Islam juga memerintahkan agar melindungi, memelihara, mendidik
dan mengasuh anak-anak hukumnya wajib baik yang masih kecil atau
belum mumayiz maupun sudah baligh. Sebab mengabaikannya berarti
menghadapkan anak-anak terutama yang masih kecil kepada bahaya
kebinasaan.

Dalam literatur hukum Islam (figh), tidak ditemukan satu istilah
khusus untuk pengertian perlindungan anak. Perlindungan anak dalam
perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan
perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

Berikut dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak,

sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat At-Tahrim yang berbunyi:

B olaally Gl 385156 aCaT5 2&udil ) 6 15l fall i g

“Hai orang-orang yang beriman, perliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu”.1°

Maksud ayat diatas adalah orangtua diperintahkan Allah SWT. untuk
memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh

anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-

10 Kementrian Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikraj Khazanah limu,
2014), 560.



larangan-Nya, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.
Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab
orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta
mencukupi kebetuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Dengan
kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dengan
pengawasan, pembinaan, perawatan dan pelayanan serta pencukupan
nafkah anak sampai anak tersebut mencapai batas umur orang dewasa
yang telah mampu berdiri sendiri.!*

Dalam berbagai Hadits, diantaranya Nabi juga memberi tuntunan
dalam mendidik anak, misalnya sebagaimana diisyaratkan dalam riwayat
‘Abdurrazaq dan Sa’id bin Manshur:

ah 53315 Al lals A 380 5f 1 5a0e

“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan istri kalian, serta
didiklah mereka”*?

Memang tidak secara langsung mengatakan untuk memberi
perlindungan terhadap anak, Hadist ini lebih mengarah untuk pemenuhan
hak anak untuk mendapat pendidikan, tetapi dilihat dari substansi hadits
di atas bahwasannya dengan memenuhi hak-hak anak tersebut, maka
secara tidak langsung cara tersebut juga memberikan perlindungan
terhadap anak. Perlindungan terhadap anak tidak hanya semata-mata

dengan melindunginya dari bahaya yang mengancam nyawanya, tetapi

11 Fakhrurrazi, “Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan
Hak Asuh Anak”, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 4 Nomor 1 (Agustus,
2017), 10.

12 Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal For Islamic
Studies, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2018), 51.



juga bisa dengan mengajarkan kebaikan, pendidikan yang layak maka
anak tersebut kedepannya memiliki bekal pengetahuan dan berkarakter
mulia sebagai fondasi yang kuat, untuk melindungi dari segala persoalan
terutama dalam hal keburukan dan kebodohan.

Beberapa literatur hukum Islam (fikih) menggunakan istilah hadana
dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. hadana
adalah ungkapan kata yang artinya memelihara anak yang belum
mumayiz dan belum mampu mengurus dirinya sendiri, serta
membimbing dan mendidik anak tersebut dengan pendidikan yang layak
dan bermanfaat untuknya, dan melindunginya dari hal-hal yang
menyakitinya.?

Menurut Islam, hadana berasal dari kata “Hidhan”, artinya: lambung.
Dan seperti kata: Hadana at-taayru baydahu, artinya burung itu
mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan
(ibu) yang mengempit anaknya.'*

Beberapa pendapat tokoh ulama’ dalam mendefiniskan hadana,
diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Ash-Shan’ani, hadana adalah memelihara seseorang (anak)

yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk

13 Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, Terjemahan Kifayatul Akhyar (Surabaya: PT Bina limu,
1995), 641-642.

14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8: Alih Bahasa oleh Moh. Thalib (Bandung: PT Al-Ma’arif,
1996), 160.



menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan
mendatangkan madharat kepadanya.

2. Sayyid sabiq, Sayyid sabiq, dalam kitabnya figh sunnah juz 8 bahwa
hadanaadalah Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil,
laki-laki ataupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum
tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menjaga dari sesuatu yang
menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan memikul
tanggung jawabnya.®

3. Muhammad al-Syarbini al-Khatib, dalam kitabnya al-Igna’
mendefiniskan hadana yang berarti memelihara orang yang tidak
mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemashlahatan dirinya dan
menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar
karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat
untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki dan
memakaikan celak untuknya atau berupa menggendong anak kecil
dalam pangkuannya dan membuatnya tidur.’

Menurut istilah ahli figh, hadana berarti memelihara anak dari segala
macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani

dan rohaninya, menjaga memberikan makanan dan menjaga

15 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 127.

16 Nadya Putri Karoza BR Ginting, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Berdasarkan Undang-Undang No. 1tahun 1974 TentangPerkawinan Dan Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor:
192/Pdt.G/2013/PA Mdn), Jurnal Civil Law USU, Volume 1 Nomor 5 (2018), 3.

1" Hani Sholihah. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal For Islamic
Studies, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2018), 40.
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kebersihannya, mengusahakan pendidikannya sampai ia sanggung
berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai muslim.8

hadana sebagai salah satu akibat hukum putusnya perkawinan yang
diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Tidak hanya dalam Peraturan Perundang-undangan saja, tetapi dalam
Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pengasuhan anak.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab
mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil
kepada bahaya kebinasaan.'® Selain itu ia harus tetap diberi nafkah dan
diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Dalam mewujudkan penegakkan hak-hak anak, sangatlah
membutuhkan peran banyak pihak salah satunya adalah lembaga.
Terdapat salah satu lembaga yang berperan dalam mewujudkan hak-hak
anak adalah Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur atau LPA Jatim
yang beralamat di Jalan Bendul Merisi No.2 Surabaya Jawa Timur.
Lembaga ini juga merupakan simpul jaringan kerjasama dalam rangka
memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak.

Penulis memilih lembaga ini karena merupakan Lembaga
Perlindungan Anak satu-satunya di Jawa Timur. Lembaga ini memuat

segala urusan yang berkaitan tentang anak, menjadikan lembaga tersebut

18 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan..., 78.
19 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 8..., 160.
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menjadi rujukan atau sumber bagi pemerintah jika membutuhkan data
tentang anak.?°

LPA Jatim ini merupakan sebuah lembaga yang menangani kasus-
kasus yang berhubungan tentang anak, seperti kekerasan (baik fisik,
verbal maupun seksual), anak yang berhadapan dengan hukum,
pencabulan, bullying dan lain sebagainya. Dari berbagai kasus yang
berkaitan tentang anak. Tercatat, Hak Asuh Anak pasca perceraian
adalah kasus yang paling banyak masuk di LPA Jatim. Tiga tahun
terakhir dalam satu tahunnya kasus Hak Asuh Anak pasca perceraian
mencapai 50% dari setiap kasus yang berkaitan dengan anak masuk LPA
Jatim.

Hak Asuh Anak pasca perceraian yang ditangani oleh LPA Jatim
adalah kasus Hak Asuh Anak yang timbul setelah dikeluarkannya
putusan Pengadilan. Terdapat berbagai macam permasalahan yang
dipermasalahkan terhadap para pihak yang bertingkai. Diantaranya,
dalam putusan {Pengadilan menetapkan pemegang Hak Asuh Anak
berada disalah satu orang tuanya.

Dalam hal pengeksekusiannya, ada yang pemegang Hak Asuh Anak
tidak memperbolehkan pihak ayah/ibu si anak menjenguk atau bertemu
ditempat anak itu diasuh oleh pemegang Hak Asuh. Ada juga yang bukan

pemegang Hak Asuh masih belum menerima putusan Pengadilan.

20 M. Isa Ansori, Wawancara, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Tanggal 13 September
2019.
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Karena alasan si anak tersebut sudah berada lama tinggal dengan dirinya.
Yang menyebabkan, si pemegang Hak Asuh Anak yang sudah ditetapkan
secara sah oleh Pengadilan, tidak diperkenankan untuk mengambil atau
menjemput anak tersebut oleh pihak ayah/ibu, dari sinilah sengketa itu
timbul. Pihak yang merasa dirugikan akan hal tersebut, melaporkannya
kepada lembaga yang mengurusi permasalahan berkaitan dengan anak,
yakni Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Dalam prakteknya LPA Jatim dalam menangani kasus-kasus
pengasuhan anak pasca perceraian seperti yang saya uraikan di atas yakni
dengan cara mempetemukan para pihak yang bertingkai dengan
didampingi oleh pihak LPA Jatim lalu memediasi para pihak yang
bertingkai. Di sini pihak LPA Jatim akan melakukan beberapa upayah
dalam memediasi para pihak agar mediasi berjalan dengan efektif dan
menemui jalan keluar serta kata sepakat diantara para pihak yang
bertingkai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka, penulis merasa
tertarik untuk mengetahui apa saja yang dilakukan atau peran LPA Jatim
dalam memediasi permasalahan hak asuh anak yang timbul setelah
dikeluarkannya putusan Pengadilan. Kemudian penulis akan
menganalisisnya dengan menggunakan sudut padang yuridis yaitu
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut.
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Sesuai dengan apa yang dipaparkan di atas, maka penulis merasa

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis

Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Dalam

Memediasi Kasus-kasus Pengasuhan Anak Pasca Perceraian”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-

kasus pengasuhan anak pasca perceraian. Dari latar belakang yang

telah diuraikan di atas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam

penelitian ini adalah:

a.

b.

Kajian umum pengertian perceraian.

Akibat Perceraian dalam peraturan hukum yang berlaku.
Perlindungan Anak dalam peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia, hukum Islam dan padangan tokoh ulama’.
Deskripsi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi
kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian

Analisis yuridis terhadap peran Lembaga Perlindungan Anak jawa
timur dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca

perceraian.

2. Batasan Masalah
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Sesuai identifikasi masalah di atas tersebut, untuk memfokuskan
penelitian ini supaya terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan,
penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

a. Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam
memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian.

b. Analisis yuridis terhadap Peran Lembaga Perlindungan Anak
Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan anak
pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam
memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian?

2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap Peran Lembaga Perlindungan
Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan anak
pasca perceraian?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.?

2L Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2017), 8.
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Agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan
duplikasi dan bukan plagiarism, maka kiranya sangat perlu bagi penulis
untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Yuridis
Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Dalam
Memediasi Kasus-kasus Pengasuhan Anak Pasca Perceraian
Beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi Sry Wahyuni, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar yang berjudul Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian
Beda Agama Dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif.?2 Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas
mengenai penyelesaian kasus pengasuhan anak atau hadana.
Sedangkan perbedaannya terletak pada cara penyelesaiannya, yakni
skripsi ini menggunakan hukum Islam dan hukum positif dalam
penyelesaian kasus pengasuhan anak sedangkan dengan skripsi yang
akan penulis bahas adalah penyelesaiannya dengan memediasi yang
dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

2. Skripsi Lutfina Nur Wahidah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul Peran Lembaga
Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Anak Dalam

Keluarga (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi

22 Sry Wahyuni, “Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Dan Penyelesaiannya
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2017).
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Banten)®. Skripsi ini menyimpulkan tentang bagaimana peran
Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dalam mengatasi
kekerasan anak dalam keluarga. Persamaan skripsi ini adalah sama-
sama membahas tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam
mengatasi permasalahan berkaitan dengan anak. Kemudian perbedaan
dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah lebih memfokuskan
pada permasalahan anak secara khusus yakni pengasuhan anak pasca
perceraian dan peran Lembaga Perlindungan Anak yang dipilih ialah
di Jawa Timur.

3. Jurnal Ummi Karimah, Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang
berjudul Model Pelayanan Sosial Anak Korban Kekerasan Fisik Di
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.2* Jurnal ini berisi tentang
model pelayanan yang ada di Lembaga Perlindungan Anak. Persamaan
jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama
pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur dalam masalah yang berkaitan dengan anak. Sedangkan
perbedaannya jurnal ini dengan pembahasan yang dilakukan penulis
adalah pada pelayanan Lembaga Perlindungan Anak untuk menangani
kasus pengasuhan anak pasca perceraian dengan memberikan

pelayanan berupa memediasi para pihak yang bertingkai.

23 Lutfina Nur Wahidah, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Anak
Dalam Keluarga (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten)”, (Skripsi—UIN
Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

24 Karima Ummi, “Model Pelayanan Social Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 7 Nomor 2 (Juli,
2019).
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E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan
dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sehingga nantinya akan
diketahui secara jelas tentang penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Peran Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus
pengasuhan anak pasca perceraian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal
sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yaitu:

a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi
mahasiswa khususnya program studi hukum keluarga.

b. Dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran terkait
dengan pengasuhan anak pasca perceraian.

c. Dapat memberikan permohonan kepada masyarakat akan
pentingnya tentang pemenuhan hak anak serta peran LPA dalam
hal penegakkan hak anak.

2. Manfaat praktis dari adanya penelitian ini yaitu:
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Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca maupun
masyarakat Jawa Timur terhadap pentingnya peran kedua orang tua
untuk pemenuhan hak anak. Serta menjadi acuan untuk LPA di
daerah—daerah lain mengenai pelaksanaan menangani kasus-kasus
pengasuhan anak pasca perceraian.

G. Definisi Operasional
Untuk lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk
mencegah adanya kesalahpahaman terhadap tulisan ini, maka peneliti
akan menjelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian
ini.

1. Analisis Yuridis : kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan
memecah banyak komponen dari sebuah permasalahan yang dikaji
lebih dalam serta menghubungkan permasalahannya dengan hukum,
kaidah dan norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan
masalahnya.”® Dalam tulisan ini hukum yang digunakan adalah
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No .35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013
tentang Pengasuhan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur : Suatu lembaga yang

berdiri tanggal 18 Desember 1998. Tanggal ini adalah pertemuan

25 Bahder Johar Nasution, Metodologi Penelitian Iimu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.
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Lokakarya yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk LPA
Jawa Timur. Pendirinya adalah sejumlah stakeholders yang hadir
dalam Lokakarya tersebut yang tediri atas Instansi/Dinas Pemerintah
terkait, lembaga swadaya peduli anak, perguruan tinggi dan medias
massa. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah lembaga
yang berfokus pada pelayanan untuk memberikan perlindungan
terhadap anak beserta hak-haknya yang bekerjasama dengan
beberapa lembaga lain yang bergerak dalam perlindungan anak
antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur (PPT Jatim) dan
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP5A).%

3. Mediasi : Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan mediasi adalah
kegiatan penyelesaian kasus-kasus pengasuhan anak pasca
perceraian yang mana mempertemukan para pihak yang berkonflik
yakni antara mantan suami dan istri untuk duduk bersama
menemukan solusi terhadap persoalan yang ada yang dilangsungkan
di kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.?’

4. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian: Suami dan istri yang
perkawinannya terputus, akan tetapi hubungan sebagai orang tua
terhadap anaknya tidak terputus. Sehingga baik 1bu atau Bapak tetap

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata

26 Brosur Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.
27 M. Isa Ansori, Wawancara, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Tanggal 13 September
2019.



20

berdasarkan kepentingan anak. Dalam hal ini, ketika suami istri
bercerai kemudian dikeluarkannya putusan pengadilan yang mana di
dalamnya menyebutkan ketentuan mengenai hak asuh, dan dalam
pengekeksekusiannya tak sesuai denga apa yang ada di putusan
pengadilan tersebut.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara berfikir dan berbuat yang
dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk
mencapai suatu tujuan penelitian. Adapun metode yang digunakan
peneliti adalah:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan adalah penelitian yang didasari pada data-data
langsung yang diperoleh melalui penulusuran penelaahan yang
berkenaan dengan kasus yang diangkat.?®
2. Data yang dikumpulkan
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:
a) Faktor pendukung dan penghambat Lembaga Perlindungan
Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus pengasuhan anak

pasca perceraian.

28 Syaiffudin Azwar, Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan limiah (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 1999), 21.
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b) Pelaksanaan mediasi kasus pengasuhan anak pasca peceraian di

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

c) Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam
memediasi kasus pengasuhan anak pasca perceraian.
3. Sumber Data
a) Sumber primer
Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung
dari pihak yang terkait.?® Berikut sumber data primer:

1) M. Isa Anshori selaku sekretaris Lembaga Perlindungan
Anak Jawa Timur.

2) Para pegawai dinas yang ikut berperan dalam memberi
informasi mengenai peran LPA dalam memediasi kasus-
kasus pengasuhan anak yaitu Ibu Titik selaku staf Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur.

b) Sumber sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap dari data
primer untuk mendukung suatu penelitian. Sumber sekunder ini
terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang
berhubungan dengan penelitian.>® Sumber sekunder yang

digunakan oleh penulis adalah sebegai berikut:

29 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 182.
30 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103.
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1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

2) Undang-Undang No. 1 Tahum 1974 Tentang Perkawinan.

3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak.

4) Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.

5) AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak
Korban Pedofilia.

6) Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak
Dalam Anggaran Publik.

7) Kompilasi Hukum Islam.

8) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
lapangan ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan

data informasi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh

pewawancara.®® Dalam hal ini penulis akan melakukan

31 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 286.
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wawancara dengan M. Isa Anshori selaku sekretaris dan lbu
Titik selaku staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.
b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mempelajari kasus dengan
menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan
konten analisis.®? Metode ini digunakan untuk mengumpulkan
data secara tertulis berupa data-data tahunan mediasi kasus
pengasuhan anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang
dikumpulkan. Editing dilakukan dengan cara memeriksa
kembali serta mengoreksi data untuk mengetahui kelengkapan,
kekerungan, serta kesesuaian data. Dalam hal ini penulis akan
melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah
dikumpulkan oleh penulis dari informan Lembaga Perlindungan
Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan
anak pasca perceraian.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh
sehingga menghasilkan gambaran yang seseuai dengan rumusan
masalah. Dengan Teknik ini penulis diharapkan dapat
menghasilkan gambaran data-data yang sesuai dengan judul

yang akan diteliti.

32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Pres, 2015), 21.



24

c. Analyzing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh
sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan
masalah. Dalam hal ini, hasil wawancara dari para pegawai
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dijabarkan ke dalam
skripsi dengan kata yang baik dan mudah dibaca.

6. Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, yakni lebih- memfokuskan pada analisis data
yang sudah dihimpun dalam suatu penelitian kemudian dibentuk
sebuah kesimpulan®®. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan
mediasi kasus pengasuhan anak di Lembaga Perlindungan Anak Jawa

Timur dan peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam

memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian.
Sedangkan pola piker yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pola pikir deduktif yaitu menjelaskan teori-teori yang bersifat
umum kekhusus kemudian dijabarkan dan diambil kesimpulan.

Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang peran Lembaga

Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus

pengasuhan anak pasca perceraian dengan menggunakan sudut

pandang yuridis.

I. Sistematika Pembahasan

3 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2017), 163.
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Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur yang
terkandung dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan
penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yang memuat uraian tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode,
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teoritis yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang ada yakni berisi pengertian anak,
pengasuhan anak dalam perkawinan maupun pasca perceraian yang diatur
dalam KHI dan peraturan perundang-undangan, serta ruang lingkup
mediasi menurut para ahli dan peraturan hukum di Indonesia

Bab ketiga berisi penyajian data atau hasil penelitian mediasi kasus
pengasuhan anak pasca perceraian pada Lembaga Perlindungan Anak
Jawa Timur yang meliputi profil LPA Jatim, struktur organisasi LPA
Jatim serta progam kerjanya, Sejarah berdirinya LPA Jatim, Visi Misi
LPA Jatim, pelaksanaan mediasi kasus pengasuhan anak pasca perceraian
di LPA Jatim dan rekap data kasus yang ditangani LPA Jatim dalam tiga
tahun terakhir.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap mediasi kasus
pengasuhan anak pasca perceraian pada Lembaga Perlindungan Anak

Jawa Timur yang berisikan: analisis peran Lembaga Perlindungan Anak
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Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca
perceraian.
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil

penelitian ini dan diakhiri dengan saran.



BAB I1

PENGASUHAN ANAK DAN MEDIASI DALAM HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

A. Pengasuhan Anak
1. Pengertian Anak
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak
adalah keturunan kedua, yang dimana keturunan tersebut secara
biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang
biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian
wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.*
Ditinjau dari segi yuridis pengertian anak di mata hukum positif

Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang

yang di bawah umur / keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut

sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Di Indonesia terdapat
beragam pengertian anak, diantaranya:

a. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pengertian anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.?

1 Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis
(Surabaya Giri Utami, 2003), 34.
2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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b. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa pengertian anak
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin.?

c. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan anak secara
umum sebagai “manusia yang umurnya belum mencapai 18
(delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap
batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam
peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negera”.*

d. Dalam Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang
disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk
menyebut seseorang yang telah dewasa.’

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di
kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak
(berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun) dan masa
dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak
cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang
lain dan emosinya sangat tajam.

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga

mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara,

3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik (Yogyakarta:
Graha limu, 2015), 3.

S Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal limiah
Syari’ah, Volume 15 Nomor 2 (Juli, 2016), 214.
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hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih
dalam kandungan seorang ibu.
2. Pengasuhan Anak Dalam Perkawinan
a. Perpektif Hukum Positif
1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
a) Pasal 45 menjelaskan bahwa,
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri.”®
b) Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa,
Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas )
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan
ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka
tidak dicabut dari kekuasaanya.”
2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak

a) Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa,

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.

b) Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa,

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali
atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan:

(1) Diskriminasi;

(2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

(3) Penelantaran;

(4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;

(5) Ketidakadilan; dan

¢ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
" 1bid.
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(6) Perlakuan salah darinya.
c) Pasal 14 ayat (1) terdiri dari 2 ayat yaitu:

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang
Tuanya sendiri, keciali jika ada alasan dan/atau
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagimana dimaksud
pada ayat (1), Anak tetap berhak:

(@) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi
secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

(b) Mendapatkan  pengasuhan, pemeliharaan,
Pendidikan dan perlindungan untuk proses
tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya
sesuai dengan kemampuan, bakat dan
minatnya;

(c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua
Orang Tuanya; dan

(d) Memperoleh Hak Anak Lainya.

d) Pasal 26 terdiri dari 2 ayat yaitu:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk:

(@) Mengasuh, memelihara, mendidik dan
melindungi Anak;

(b) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya;

(c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia
Anak; dan

(d) Memberikan  Pendidikan  karakter  dan
penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak
diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab
tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih
kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perunddang-undangan.

3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak
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b)
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Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa,

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam
keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa,

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik
semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pasal 11 Ayat (3) menjelaskan bahwa
Usaha Kkesejahteraan anak yang dilakukan oleh

Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di
dalam maupun di luar Panti.

4) Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013 tentang

Pengasuhan Anak

a)

b)

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa,

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi
kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan,
dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan
demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik
oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga
maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta
pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif
terakhir.

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa,

Pengasuhan oleh keluarga dilakukan oleh orang tua
kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat
ketiga.

5) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 1 huruf g menjelaskan bahwa

“Pemeliharaan anak atau hadana adalah kegiatan mengasuh,
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memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu
berdiri sendiri”. Pasal 77 ayat (3) menjelaskan bahwa
“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan
jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan
agamanya’.

Pasal 80 ayat (4) menjelaskan ayah berkewajiban
menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan
bagi anak. Dalam hal ini, demi menunjang tumbuh
berkembangnya seorang anak”.

Merujuk dari Pasal 45 ayat (1) bahwa kewajiban orang
tua dalam mengasuh anak yakni sampai si anak mampu
berdiri sendiri atau dewasa. Dalam hal ini, Pasal 98
Kompilasi Hukum Islam memberi batas usia anak bisa
dikatakan dewasa atau sudah sanggung berdiri sendiri,
bahwa ‘“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau
dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak
bercacat fisik maupun mental atau belom pernah
melangsungkan perkawinan”.

c. Perspektif Hukum Islam
Pengasuhan anak umumnya adalah pemenuhan hak-hak
anak dan melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan

diri, jiwa dan hartanya yang mencangkup aspek, fisik, mental,
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spiritual dan sosail anak. Dengan kata lain, seorang anak

mempunyai hak untuk dijaga dengan pengawasan, pembinaan,

dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak sampai anak

tersebut mencapai batas umur orang dewasa yang telah mampu

berdiri sendiri.® Berikut hak-hak anak yang diperoleh dari orang
tua selama dalam pengasuhan, diantaranya:

1) Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap

manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan.

Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Firman Allah

dalam surah al-Isra’ ayat 31:

: e s aa e

FARR UA-’ (sl daia esﬂﬁ‘ )3393 Y

< hla; o8& f.gjzg g\ 351_31 3

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu
karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan
memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa

yang besar”.?

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang,
termasuk janin yang masih berada dalam kandungan,
Islam  mengajarkan  segala bentuk penjagaan,
perlindungan dan pemeliharaan terhadap janin, yang

dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua

8 Fakhrurrazi, “Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan
Hak Asuh Anak”, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 4 Nomor 1 (Agustus,
2017), 10.

® Kementrian Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Iimu,
2014), 227.
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bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir,
orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya
dengan memelihara merawat dan menjaganya dengan
baik.1°
2) Hak Mendapat Penyusuan

Setelah seorang wanita melahirkan anak yang
dikandung tersebut, maka anak tersebut mempunyai hak
untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain
dengan diberinya hak untuk disusui. Sebagaimana
dinyatakan dalam surah al-Bagarah ayat 233 yang

berbunyi :

5 udms oalsa HAAY 51 (el um\jj\j

4l JJAJAJ\ ey & A;LMJM (m o J\J\ u.d
u.n&.\ ujsq Y i:ﬁiz LJJJ.&.AjLJ u.@..a_j.us_j u.@.&))
JjjjA ‘ﬁj \A.Jlj_a a.ﬂ\j Jl.a.a_a ‘2[ .@.a-u) YJ
djd d_m L_a‘) jj\ jr_) j::- odjj_a it}

)»3 jt.u_aj L.A,g._n.a UA\JJ us Vliad \J\J\
\}.&.AAJ.?.UAJ u\ eJJJ\ U‘J - \.A.@..d.c C\..a;
?"""‘ 4 ?"‘d“ \.J\ eS_aJ.c CL}A )\3 eSJYJ\
lag 40 G 1 el s D0 158505 & Jum
el () sl

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban
ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

10 Hani Sholihah. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal For Islamic
Studies, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2018), 42.
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karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyarawatan,
maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu Kerjakan”.!!
Selama masa penyusuan, anak mendapatkan dua
hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan
nalurinya, yaitu sebagai berikut:*?

(@) Anak mendapatkan makanan berkualitas yang
tidak ada bandingannya.

(b) Anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih
sayang dan ketentraman yang akan memengaruhi
suasana kejiwaannya pada masa mendatang.

3) Hak Mendapatkan Kasih Sayang
Rasulullah  SAW. mengajarkan Kkita untuk
menyayangi keluarga, termasuk pada anak. Selain itu
beliau juga mengajarkan untuk mengungkapkan kasih

sayang tidak hanya secara batin, tetapi juga dengan

perbuatan. Dorothy Law Nolte berkata, “Jika anak

11 Kementrian Agama R, 4! Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu,
2014), 37.

12 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2017), 87.
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dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia
belajar menemukan cinta dalam kehidupannya”.*®
4) Hak Mendapat Nafkah
Rasulullah SAW. berkata kepada Hindun,
3 Haally elalys ik L o34

”Ambilah harta suamimu dengan cara yang baik yang
dapat mencukupimu dan anakmu”.

Hadist ini menunjukkan bahwa nafkah anak menjadi
tanggung jawab ayah (HR. Bukhari dan Muslim)”.1*
5) Hak Memperoleh Pendidikan Dan Pengajaran’
Pendidikan kepada anak diberikan sejak dini, sejak
mereka lahir, bahkan sejak si anak berada dalam
kandungan.

Dalam sebuah hadits dinyatakan:
ca i e Jadl 8315 A1 5 Jala

“Tidak ada pemberian seorang bapak kepada
anaknya yang lebih utama dari pada pendidikan
yang baik (HR.Tirnidzi)"*°.

6) Hak Diperlakukan Adil

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

V3 G 13he 5

3 1bid.

14 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 136.

15 Hani Sholihah. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal For Islamic
Studies, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2018), 48
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“Berlaku adilah kalian diantara anak-anak kalian
(Muttafaqun ‘alaih, dari sahabat Nu’am Bin Basyir
ra)”.

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan
dipenuhi, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi
manusia yang berkualitas, menjadi anak yang bertakwa
dan mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu
dan keterampilannya.

3. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian
Dalam keluarga yang orang tua bercerai pertumbuhan anak dalam
standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan
jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna.
Menyadari demikian pentingnya dalam kedudukan keluarga, individu,
masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui
peraturan perundang-undangan.t’
a. Perspektif Hukum Positif
1) Undang-Undang No. 1 Tahunn 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 41 menjelaskan bahwa “Apabila perkawinan putus
karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak,
bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap
anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

17 Achmad Asfi Burhanudin, “Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian”, Jurnal
Kopertais 1V, (2015), 3.
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semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan
memberikan keputusannya.®

2) Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013 Tentang
Pengasuhan Anak
a) Pasal 9 yang terdiri dari 2 ayat, yaitu:

(1) “Dalam hal orang tua berpisah karena perceraian,
dan pengadilan memutuskan anak diasuh oleh salah
satu pihak, ayah atau ibu, kewajiban dan tanggung
jJawab orang tua tetap mengikat sampai anak
mencapai usia dewasa”.

(2) “Putusan perceraian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memutuskan hak kuasa asuh orang tua
terhadap anak, baik secara hukum maupun secara
fisik”.

b) Pasal 10 yang terdiri dari 2 ayat, yaitu:

(1) Anak yang berasal dari keluarga yang bercerai tetap
memiliki hak untuk bertemu langsung dan
berhubungan pribadi secara tetap dengan orang
orang tuanya.

(2) Salah satu orang tua yang bercerai wajib
memberikan izin kepada salah satu orang tua yang
ingin bertemu dengan anaknya.

3) Kompilasi Hukum Islam
Jika perkawinan suami istri putus bukan berarti hubungan
orang tua ke anak juga ikut putus. Seperti yang tercantum

dalam Pasal 105 yang menyebutkan apa yang terjadi atau

akibat jika terjadinya perceraian antara suami dan istri yakni:

18 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan
kepada anak untuk memilih diantaranya ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaanya.

c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam hal ayah berkewajiban memberikan biaya hadana
untuk anak-anaknya juga dipertegas kembali dalam Pasal
149 huruf d yang berbunyi “memberikan biaya hadana untuk
anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.
Dengan ditanggungkan biaya hadana kepada ayah, maka
anak tidak terancam akan kelaparan dan terjamin
kesehatannya, sehingga anak dapat bertumbuh kembang
dengan baik.

Pemeliharaan anak akibat dari putusnya perkawinan
karena perceraian juga dipertegas lagi dalam Pasal 156 huruf
a sampai d yang bebunyi “Akibat putusnya perkawinan
karena perceraian ialah™:

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan
hadana dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal
dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

(1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;

(2) Ayah;
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(3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

(4) Saudara perempuan dari anak yang besangkutan;

(5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis
samping dari ibu;

(6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis
samping dari ayah.

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk
mendapatkan hadana dari ayah atau ibunya.

c) Apabila pemegang hadana ternyata tidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun baiay
nafkah dan hadana telah dicukupi, maka atas permintaan
kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadana kepada kerabat lain yang
mempunya hak hadana pula.

d) Semua biaya hadana dan nafkah anak menjadi tanggung
jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus
dirinya sendiri (21 tahun).

b. Perspektif Hukum Islam

Ketika terjadi perceraian antara suami-istri, maka akan

didapati akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah

mengenai hak asuh atas anak yang yang didapati dari selama
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perkawinan mereka berlangsung, dalam hukum Islam dikenal
dengan istilah hadana.

Secara terminologi hadana (mengasuh anak) adalah menjaga
anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil,
belum mumayyiz atau belum mandiri dari bahaya yang
mengancam kelangsungan hidupnya dan mendidiknya dengan
pendidikan yang baik dan layak yang dapat memperbaiki jasmani,
rohani, sosial dan moralitasnya.?

Persoalan perkawinannya ataupun hartanya tidak ada
hubungannya dengan hadana. Mengasuh anak-anak yang belum
dewasa hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti
menghadapkan mereka kepada bahaya atas kelangsungan
hidupnya. hadana merupakan hak bagi anak-anak yang masih
kecil, karena ia membutuhkan kasih sayang, penjagaan,
pengawasan dan memikul tanggung jawab segala kebutuhan dan
urusannya.

1) Dasar Hukum
Dasar hukum melakukan hadana adalah wajib, karena
pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai
hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun

dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam

20 Tim Ulama Fikih, Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam, terjemahan Izzudin
Karimi Al-Figh al-Muyassar (Jakarta: Darul Haq, 2017), 535.
2L H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 217.



42

neraka.? Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah

ayat 233 yang berbunyi:

& a0 G cald& calsa BARY 31 G 3 Sl 3115
$ah o e Fado 4 ofo .t fo . EE_4-. s
OS5 085 Al 23154l (e 5 Daslall

18 g yaally

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

dua tahun penuh, vyaitu bagi yang ingin

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma’ruf”.?

Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur’an di atas yaitu
seorang ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban
terhadap anak yang masih menyusu, hak tersebut merupakan
kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-
Nya. Sehingga Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk
menyusui anaknya selama dua tahun penuh.

Kemudian sebagai timbal balik dari melaksanakan
kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada
anaknya tersebut, maka seorang ayah (meskipun telah
menceraikannya) kewajibannya untuk memberi nafkah dan
pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi kedua-

duanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap

anak yang masih menyusui sampai ia dewasa.

23 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka figh al-gadha (Jakarta: Rajawali
Press, 2012), 205.

24 Kementrian Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikraj Khazanah llmu,
2014), 37.
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Sedangkan menurut Amir Syarifuddin menjelaskan
bahwa orang tua berkewajiban membiayai anaknya yang
masih kecil bukan hanya berlaku pada ayah dan ibu yang
masih terikat perkawinan, namun berlanjut setelah terjadinya
perceraian.?

2) Syarat-Syarat
a) Beragamaislam
Orang kafir tidak berhak mengasuh anak Kkecil
muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedangkan

Allah swt. tidak membenarkan perwalian orang kafir atas

orang mukmin. Allah swt. berfirman, dalam suarh An-

Nisa’ ayat 141 yang berbunyi:

Spae O sall Gle Ga p3LSI 4 Ui 05
“Dan Allah seckali-kali tidak akan memberi jalan
kepada orang-orang kafir (untuk mengusai) orang-
orang yang beriman.”?®
Status perwalian ini sama dengan nikah dan harta.

Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh

pengasuh, karena tentu akan berusaha keras mendekatkan

anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran

25 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 327.
% Kementrian Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikraj Khazanah llmu,
2014), 101.
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agamanya. Akibatnya dikemudian hari anak akan sulit
melepaskan diri darinya.?’
b) Baligh
Anak Kecil atau yang belum baligh tidak boleh
menjadi Hadhin untuk orang lain, karena dia sendiri
belum mampu mengurus keperluannya sendiri.?®
c) Berakal
Orang yang tidak mempunyai akal sehat dianggap
tidak cakap melakukan tindakan hukum karena untuk
mengurus dirinya sendiri tidak mampu apalagi untuk
orang lain maka orang tersebut tidak boleh menjadi
Hadhin.?®
d) Mampu mendidik
Orang yang buta atau rabun sakit menular atau sakit
yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi
pengasuh untuk menangani urusan anak asuh. Juga tidak
berusia lanjut, yang bahkan dia sendiri perlu diurus.°

e) Mempunyai sifat amanah

27 Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah Jilid 2, terjemahan Asep Sobari dkk, Fighus Sunnah (Jakarta: Al-
I’tishom,2008), 532.

2 Jumroh, “Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis
Putusan No.1235/Pdt.G/2017/PA.Srg”, Jurnal Hukum Perdata Islam UIN Banten, 2018, 18.

29 Nirmayani Laksani Putri Pulungan, “Analisis Hadhanah Pada Putusan Hadhanah Di Pengadilan
Agama Medan (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012)”, (Tesis--Universitas
Sumatera Utara, 2013), 56.

% Slamet Arofik, “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily”,
Jurnal Hukum Keluarga Islam, VVolume 2 Nomor 1 (April, 2018). 12.



45

Karena orang yang tidak amanah tidak dapat
mengurus pendidikan maupun memberikan contoh yang
baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak
layak melakukan tugas ini. Yang termasuk dalam
kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang
fasik baik laki maupun perempuan, pezina, pemabuk dan
sering melakukan perkara haram.!

f) Ibu belum menikah lagi

Apabila pengasuh itu adalah wanita atau ibu
kandungnya, sesuai dengan sabda Rasulullah kepada
seorang wanita yang ananya akan diambil oleh bekas

suaminya:

wjaj\qﬁi}mia\}»” /S/e;éjui\;\éi‘g"_ue‘

(S

“Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama
engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Dawud)*

3) Yang Berhak Melakukan
Menurut Sayyid Sabiq apabila kedua orang tua telah
berpisah sedangkan mereka mempunyai anak yang masih

kecil maka sang ibu yang paling berhak mengasuh disbanding

31 Vicky Fauziyah, “Hak Hadhanah dan Nafkah Anak (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Serang,
Pengadilan Tinggi Agama Banten Dan Kasasi Di Mahkamah Agung)”, (Skripsi--UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2017), 27.

32 Lilis Sumiyati, “Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.Jt)”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2015), 36.
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ayahnya selama tidak ada Mani’ (halangan) bagi ibu untuk

mengasuh anak.3
Sayyid Sabiq berpendapat semacam itu bertendensi pada

sebuah riwayat bahwa Abu Bakar berkata pada Umar: “Ibu
lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik,
lebih sayang (kepada anak-anaknya). Oleh karena itu ibu
lebih berhak dari pada ayah selama ia belum menikah lagi.”**

4) Masa Asuhan
Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan
hadana, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa mumayyiz.®

(a) Masa sebelum mumayyiz, yaitu pada masa ini seorang
anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat
dengan yang berbahaya bagi dirinya.

(b) Masa mumayyiz yaitu pada masa ini seorang anak telah
mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana
yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia
sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri
untuk ikut ibu atau ikut ayahnya.

Dalam konsep Sayyid Sabig, bila anak telah berumur

tujuh tahun atau sudah tamyiz dan habis masa hadana nya

3 Slamet Arofik, “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily”,
Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1 (April, 2018). 10.

#1bid.

% Mutiara Diana Wati, “Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah
Dalam Hukum Keluarga Islam” (Skripsi--1AIN Metro, 2019), 27.
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maka apabila ayah dan ibunya sepakat untuk menempatkan
dia pada salah seorang dari mereka berdua maka kesepakatan
tersebut sah hukumnya. Akan tetapi apabila keduanya
berselisih pendapat maka si anak diberi hak pilih apakah ikut
ayahnya atau ibunya. Siapa yang dipilih anak maka dialah
yang berhak mengasuh.3®
B. Mediasi
1. Pengertian Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negoisasi atau tawar menawar
yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai
prosedur mediasi yang efektif, yang dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka yakni pihak yang
bersengketa atau berkonflik sehingga lebih efektif dalam proses
tawar menawar.’

Mediasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu
perselisihan sebagai nasihat.®

Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa
mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang

bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (angreement). Kegiatan

% Slamet Arofik, “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily”,
Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1 (April, 2018), 14.

37 Nurnaningsih Amriana, Mediasi: Alternatif Penyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 28.

% Tomy Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama”, Jurnal
Kajian Hukum Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2017), 151.
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ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga atau yang ikut
membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa, atau
bisa disebut pihak penengah.®
Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses
negoisasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak
bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian
sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditunjukan untuk
membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga
menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah
pihak.*
2. Dasar Hukum Mediasi
a. Dasar Filosofi
Landasan filosofis ialah Pancasila yang merupakan dasar
Negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya
menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau
perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung
arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya

diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di

39 Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta:
Kencana, 2011), 2.
40 Ibid, 5.
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antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh
kesepakatan bersama.
Dasar Yuridis
1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24;
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;
4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dasar Empiris
Reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan
Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah
Mediasi sebagai intrumen untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan
peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Dalam Islam
Kata damai sendiri dapat ditemukan dari nama agama Islam.
Islam berasal dari kata silmun artinya damai. Damai disini
diartikan damai dalam empat hubungan yang saling terkait,
yaitu: Pertama damai dalam konteks hubungan dengan Allah
sebagai Pencipta, yaitu kedamaian yang terwujud karena

manusia hidup sesuai dengan prinsip penciptaannya yang fitri,
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seperti halnya menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan
segala perintah-Nya.

Kedua, damai dengan diri sendiri lahir jika manusia bebas
dari perang batin (split personality), seperti halnya ketika kita
dapat mengendalikan nafsu dari berbuat yang salah menjadi
berbuat yang baik dan benar.

Ketiga, damai dalam kehidupan bermasyarakat dapat
terwujud jika manusia berada dalam kehidupan yang bebas dari
perang dan diskriminasi, serta membumikan prinsip keadilan
dalam kehidupan keseharian. Keempat damai dengan
lingkungan terwujud dari pemanfaatan sumberdaya alam, bukan
hanya sebagai penggerak pembangunan tetapi juga sebagai
sumber yang harus dilestarikan demi kesinambungan hidup
generasi berikutnya.*!

Keempat, dimensi di atas merupakan satu totalitas yang
bersumber dari keyakinan fundamental bahwa Allah adalah
Damai “salam”

Makna damai tidak hanya ditemukan dari kata Islam sebagai
nama agama, tetapi juga ditemukan dari misi totalitas ajaran

Islam, yaitu menebarkan rahmat dan mewujudkan damai bagi

4 Moh. Toriqul Chaer, “Islam dan Pendidikan Cinta Damai”, Jurnal Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, VVolume 2 Nomor 1, (Desember, 2016), 83.
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seluruh alam. Dalam Al-Qur’an surat al-Anbiyah’ ayat 107 yang
berbunyi:
Gidl il a2 V) sl
“Tidak Kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk
menjadi rahmat bagi sekalian alam”.

Ayat ini mengungkapkan bahwa kehadiran Nabi
Muhammad melalui risalah Islam bertujuan mewujudkan damai,
menyelesaikan konflik/sengketa dan menjadikan manusia
sebagai makhluk yang senantiasi membangun dan menciptakan
damai. Dalam Islam penyelesaiakn sengketa secara damai
disebut dengan sulh.*?

3. Prinsip-Prinsip Mediasi
David spencer dan Michael brogan merujuk pada pandangan ruth
carlton tentang lima prinsip dasar mediasi.** Kelima prinsip tersebut
adalah:
a. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala
sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh
mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh
disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
Demikian juag mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi

mediasi tersebut.

42 |bid, 159.
43Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Hukum Syariah...,28.
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b. Prinsip Sukarela (Volunter)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas
keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak
ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. Prinsip Pemberdayaan (Empowerment)

Prinsip ini dasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau
datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk
menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai
kesepakatan yang mereka inginkan.

d. Prinsip Netralitas (Neutrality)

Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi
prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang
bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses
berjalan atau tidaknya mediasi.

e. Prinsip Solusi Yang Unik (A Unique Solution)

Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi
tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilakn
dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin
akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak.**

4. Jenis Mediasi
Ada dua jenis mediasi yang dimaksud Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yaitu:

“1bid, 30
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a. Mediasi di Pengadilan, mediasi ini ada dua tahap yaitu:

1) Mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan
sebelum pokok sengketa diperiksa.
2) Mediasi yang dilakukan dalam pokok pemeriksaan.

b. Mediasi di Luar Pengadilan, yaitu mediasi yang dilaksanakan
diluar pengadilan, kemudian perdamaian terjadi dimohonkan
kepengedilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.*®
Lawrence Boulle, seorang professor dalam ilmu hukum dan

Directur Dispute Resolution Centre-Bond University, menyebutkan

ada empat model mediasi yaitu:

a. Settlement mediation
Dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan medias
yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya
kompromi dan tuntutan kedua belah pihak yang sedang
bertingkai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang
dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak
terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi.*®
b. Facilutative mediation
Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi
dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan

materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu

4Pperaturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.
4Syahrizal abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah...,31.



54

penting. Dalam hal ini mediator harus dapat mempimpin proses
mediasi dan mengupayahkan dialog yng konstruktif di antara
para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya
negosiasi dan upaya kesepakatan.*’
c. Transformative mediation
Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab
yang meendasari munculnya permasalahan di antara para pihak
yang Dbersengketa, dengan ~mempertimbangkan untuk
meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan
dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari
pertingkaian yang ada.
d. Evaluative mediation
Dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model
mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan
berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa
dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan
5. Tujuan Mediasi
Tujuan dilakukannya mediasi adalah melibatkan pihak ketiga
yang netral dan Imparsial untuk membantu menyelesaikan konflik
para pihak yang bersangkutan. Mediasi dapat mengantarkan para
pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan

lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi

“Ibid, 32
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menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada
pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win

solution).*®

8 1bid, 24
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MEDIASI KASUS PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR

A. Sekilas Tentang Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
1. Profil Lembaga Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur/Child Protection
Instution atau biasa disebut dengan LPA Jatim berada satu kompleks
dengan Kantor Dinas Nakertrasnduk (Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Kependudukan) yang terletak di jalan Bendul
Merisi Nomor 2 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Jawa
Timur.Letaknya yang stategis membuat Lembaga Perlindungan Anak
Jawa Timur ini mudah ditemukan. Lembaga ini bisa dijangkau dengan
menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi Umum.

LPA Jatim pada dasarnya adalah merupakan sebuah lembaga
yang berfokus pada pelayanan untuk memberikan perlindungan
terhadap anak beserta hak-hak yang dimilikinya.

LPA Jatim juga merupakan jaringan dari Komisi Nasional
Perlidungan Anak yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan
fasilitatif. Koordinatif maksdunya adalah menjalin kerjasama dengan
instansi yang lainnya semisal dinas pemerintahan terkait, perguruan
tinggi, dan lainnya. Konsultatif maksdunya LPA Jawa Timur
memberikan bantuan berupa layanan konsultasi teradap para pihak

yang mempunyai permasalahan mengenai anak. Sedangkan fasilitatif

56
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memiliki makna bahwa LPA Jawa Timur memberikan beberapa
fasilitas dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak berupa

penyuluhan, konseling, mediasi dan sebagainya.

. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak/ Convetion on
the Right of the Child (KHA PBB/ CRC) sejak tahun 1990 dengan
Keppres Rl Nomor 36 Tahun 1990, setahun setelah pengesahan KHA
oleh Sidang Umum PBB. Namun perhatian terhadap hak-hak anak
dan perlindungannya belum banyak mendapat perhatian luas,
karenanya perlu sosialisasi dan advokasi untuk memahami,
menghormati dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

UNICEF bekerjasama dengan Departemen Sosial kala itu
membentuk Pokja untuk mendirikan Lembaga Perlindungan Anak
(LPA) di berbagai Provinsi di Indonesia dan Komnas Perlindungan
Anak sebagai LPA tingkat Nasional. Berdirinya LPA dimaksudkan
untuk menyebarluaskan pengertian dan kesadaran hak-hak anak,
sekaligus mengadvokasikan kepada Institusi Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan keluarga untuk peduli terhadap hak-hak anak,
mengeliminasi praktek kekerasan, diskriminasi dan penelantaran
anak.

LPA Jatim berdiri tanggal 18 Desember 1998. Tanggal ini adalah
pertemuan Lokakarya yang menghasilkan kesepakatan untuk

membentuk LPA Jawa timur. Pendirinya adalah sejumlah
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stakeholders yang hadir dalam Lokakarya tersebut yang terdiri atas:
Instansi/ Dinas Pemerintah Terkait, Lembaga Swadaya peduli anak,
Perguruan Tinggi, dan Medias massa. Pengesahan kelembagaan LPA
Jatim pertama kali didaftarkan kepada Notaris Yudara, SH dengan

Akta Pendirian Nomor 4 Tahun 1999 pada tanggal 4 April 1999.

. Visi Misi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

Visi LPA Jatim sesuai dengan AD/ART adalah:
“Terwujudnya tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat Jawa
Timur yang mampu melindungi dan memenuhi hak anak”.

Misi LPA Jatim, antara lain:

a. Meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak
dan pelaksanaanya.

b. Melakukan monitoring implementasi hak-hak anak sesuai KHA
dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.

c. Mengembangkan kerjasama jaringan yang kuat dari semua
komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan
terhadap anak.

d. Menyediakan akses layanan kasus-kasus pelanggaran terhadap
hak anak bagi masyarakat dan melakukan referal/ rujukan
kepada jaringan.

Dengan memiliki Visi dan Misi yang telah dipaparkan di atas,

LPA Jatim memiliki sebuah kegiatan utama, sebagai berikut:
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a. Menyebarluaskan hak-hak anak sesuai KHA, UUPA dan
peraturan perundangan yang terkait dengan anak lainnya.

b. Pemberdayaan peran keluarga terhadap Perlindungan Anak.

c. Memonitoring berbagai bentuk kekerasan (child abuse) dan
eksploitasi anak.

d. Melakukan rujukan atas kasu-kasus anak.

e. Melakukan kajian permasalahan anak.

f. Melakukan advokasi hak-hak anak.

g. Mengembangkan kapasitas anggota jaringan.

4. Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
a. Struktur organisasi

1) Dewan pembina
a) Dra. Hj. Fatimah Syaifullah Yusuf, S.Psi.
b) Dr. Pinky Saptandari E. Pratiwi
c) Winny Isnaini, ST.

2) Dewan pengawas
a) Dra. Ec. Diah Soepartijani, MM.
b) Edward Dewaruci, SH. MHI.
c) Dian Noeswantari

3) Dewan pengurus
a) Ketua : Dr. Sri Adiningsih, dr, MS, MCN.
b) Sekretaris: Drs. M. Isa Ansori, M.Psi.

c) Bendahara : Sutiah, S.Pd.
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4) Pengurus inti

a) Divisi Advokasi Hak Anak
(1) Drs. Priyono Adi Nugroho, M.Sosio
(2) Dra. Aries Soraya, MM.

b) Divisi Layanan Anak
(1) Adi Kurniawan, SH.
(2) Dr. Dian Islami

c) Divisi data dan informasi (datin)
(1) Dra. Faridatul Hanum, M.Kom.|
(2) Dra Elly Juliandari, M.Si.

d) Divisi penguatan jaringan
(1) Budiyati, M.Pd.
(2) Hayomi Gunawan, Sh. MHI.

e) Divisi fundrising
(1) Khosyi’in Kocoworo B, S.Ag.

(2) Ir. Hj. Ningky Poesponegoro, M.Si.

5. Sarana dan Prasarana Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
Ada beberapa sarana dan prasaran yang dimiliki oleh LPA Jatim,
diantaranya yaitu:
(a) Gedung kantor
(b) Ruang mediasi
(c) Gudang

(d) Masjid
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(e) Kantin

() Ruang tunggu

(9) Tempat parkir

(h) Toilet

(i) Laptop

(1) Almari berkas

(k) Meja dan kursi

(I) Poster dan x-banner tentang informasi perlindungan anak

(m)Taman

B. Mediasi Kasus Pengasuhan Anak di Lembaga Perlindungan Anak
Jawa Timur
Penanganan kasus-kasus pengasuhan anak yang ada di Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam upaya agar anak-anak
korban perceraian orang tuanya, hak-haknya tetap terpenuhi sepenuhnya
dengan tidak mengesampingkan keadilan bagi kedua orang tuanya.
Penanganan kasus-kasus pengasuhan anak yang ditangani oleh
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dengan cara mediasi, yaitu
dengan mempertemukan kedua belah pihak yakni mantan suami dan
mantan istri dengan didampingi oleh pihak Lembaga perlindungan anak.
Pertemuan tersebut diadakan di Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur. Dengan penanganan kasus-kasus pengasuhan anak berupa mediasi

ini, diharapkan permasalahannya diselesaikan secara damai dan
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membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh
penyelesaian yang memuaskan di mana para pihak sama-sama
diuntungkan serta berkeadilan guna untuk mememuhi hak-hak anak.

Penanganan kasus pengasuhan anak di Lembaga ini bekerja sama
dengan beberapa Lembaga lain yakni Lembaga pemerintahan maupun
Lembaga swasta yang memiliki tujuan yang sama yakni untuk melindungi
dan memenuhi hak anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DP5A), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Kepolisian
setempat.!

Hal pertama dalam penanganan kasus ini adalah laporan yang
diterima oleh polisi setempat untuk disampaikan ke Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur dalam rangka lembaga yang memiliki
otoritas dalam proses penyelesaian kasus-kasus yang bersangkut dengan
anak. Para pihak akan dihimbau oleh polisi setempat untuk menuju
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur untuk melaporkan masalahnya.
Selain atas laporan yang diterima polisi, lembaga ini juga menerima
laporan dari dinas atau lembaga lain yang juga sudah bekerjasama.

Langkah yang ditempuh selanjutnya adalah mencari kebeneran dari
kasus yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Sebelumnya pihak pelapor
akan diberi beberapa pertanyaan seputar kasus yang dilaporkan,

selanjutnya pihak yang bersangkutan seperti pihak terlapor akan

! Titik (Staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 19 November 2020.
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dihubungi oleh pihak lembaga, dan juga akan diberi beberapa pertanyaan
seputar kasus yang telah dilaporkan. Hal ini dilakukan karena pihak
lembaga perlu mengetahui awal hingga puncak permsaalahan dari sudut
pandang semua pihak yang bersangkutan, dengan begitu pihak lembaga
bisa merumuskan beberapa cara penyelesaian yang nantinya akan
disampaikan sebagai saran di hadapan para pihak secara langsung.
Penyelesaian kasus adalah kegiatan lanjutan setelah dilakukan mencari
kebeneran permasalahan dari para pihak yang bersangkutan. Kegiatan ini
ditunjukan agar adanya tindak lanjut terhadap penanganan sebuah kasus
yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Penyelesaian kasus ini,
dilakukan dengan cara memediasi para pihak yang bersengketa.

Dalam melakukan kegiatan mediasi, pihak Lembaga bertindak
sebagai fasilitator dan hanya melakukan tugasnya, serta memberikan
masukan dan arahan kepada para pihak. Para pihak yang akan diberikan
beberapa pengetahuan dan waawasan yang berkaitan yang permasalahan
yang dialami. Semua keputusan dalam penyelesaian kasus yang dialami
para pihak berada ditangan para pihak, Lembaga tidak memaksa hal
tersebut. Akan tetapi, sebelumnya para pihak akan diberikan oleh pihak
lembaga berupa pilihan untuk jalan keluar dari permasalahannya.

Dari hasil interview terhadap staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur, berikut diantara kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian
yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang

penyelesaiannya ditangani dengan cara mediasi :
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Tabel 3.1

Tabel Data Kasus-Kasus Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

DATA KASUS-KASUS PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN

JENIS KASUS

PENGEKSEKUSIANNYA

BIAYA NAFKAH ANAK

Mantan suami hanya dapat memberikan 50% dari

jumlah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan

Mantan suami lalai dalam melaksanakan isi
putusan. Di mana pada bulan pertama memberikan
nafkah, di bulan berikutnya tidak memberikan.

Hingga bulan-bulan selanjutnya.

Mantan suami hanya memberikan biaya nafkah
kepada salah satu anaknya saja, yang pada
kenyataannya terdapat dua anak yang masih belum

cukup umur dari perkawinannya.

HAK ASUH JATUH DI

SALAH SATU ORANG

TUANYA

Pemegang hak asuh jatuh pada pihak Ayah.
Dikemudian hari, pihak Ayah menjemput si anak
yang tinggal di rumah pihak Ibu. Kemudian pihak
Ibu menahan si anak tersebut, agar tidak di bawah

oleh pihak ayah
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Pemegang hak asuh jatuh pada pihak Ibu.
Dikemudian hari, pihak Ayah ingin bertemu dan
menjenguk si anak, tetapi pihak ibu menghalang-
halangi agar si anak tidak bertemu dengan pihak

Ayah.

Sumber : Wawancara Staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur




BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK JAWA TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS-KASUS
PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Memediasi Kasus
Pengasuhan Anak Pasca Perceraian
Penyelesaian kasus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan
Anak Jawa Timur telah dirancang dalam progam-progam kerja lembaga
ini. Progam kerja yang ditujukan untuk menyelesaikan setiap
permasalahan yang ditujukan untuk perlindungan anak khususnya
perlindungan terhadap hak anak yang kedua orang tuanya telah bercerai.
Masih banyak terjadi suami istri yang telah bercerai mengabaikan
pemenuhan terhadap hak anaknya.

Progam yang dirancang untuk melakukan penyelesaian kasus-kasus
pengasuhan anak pasca perceraian adalah melakukan pendampingan dan
perlindungan terutama dalam penegakan hak anak. Progam ini diperinci
lagi sehingga pendampingan dan perlindungan tersebut dapat
diterealisasikan bagi para pihak terutama bagi anak. Para pihak dibimbing
untuk melakukan upaya penyelesaian dan pendampingan selama proses
penyelesaian kasus tersebut. Dalam penanganan kasus-kasus pengasuhan
anak pasca perceraian tersebut, ditangani oleh Lembaga Perlindungan
Anak Jawa Timur dengan menggunakan cara musyawarah.

Dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa Usaha Kesejahteraan
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Anak adalah usaha kesejahteraan social yang ditunjukan untuk menjamin
terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok
anak.!

Pada kosideransi Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013
tentang Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa anak berhak atas
kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih
sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap
Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat
dalam penyelenggaraan perlindungan anak.?

Analisis adalah penguraian pokok masalah pada bagian-bagian dari
penelaahan bagian-bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian
lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman tepat.

Dalam penyelesaian kasus pengasuhan anak pasca perceraian,
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur berperan dalam tercapainya
tujuan penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaannya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur memiliki

sebuah cara dalam menangani kasus pengasuhan anak pasca perceraian.

Y Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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Adapun peran yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur dalam kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian yaitu:
1. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan atas pengeksekusian
putusan pengadilan mengenai pengasuhan anak yang tidak sesuai,
melaporkan kasus tersebut ke Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur. Tahap ini biasanya pelapor datang langsung ke kantor
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur atau rujukan dari berbagai
instansi.

Rujukan dari berbagai instansi ini maksudnya pihak pelapor
sebelumnya melaporkan kasus tersebut ada yang ke pihak berwajib,
dinas maupun lembaga terkait anak lainnya. Mereka kemudian
melimpahkan atau meneruskan kasus tersebut ke Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur. Namun, banyak sekali kejadian
dalam penyelesaian kasus ini pihak yang merasa dirugikan

2. Tahap assesmen atau penelahan dan pengungkapan masalah

Pada tahap ini, pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
akan mencari kebeneran dari kasus yang dilaporkan tersebut. Setelah
adanya laporan masuk dari pelapor, pelapor akan dimintai keterangan
atas permasalahan yang dilaporkan oleh pihak lembaga. Pelapor akan
diberikan beberapa pertanyaan mengenai kasus yang dialami lebih
lanjut. Pada saat itu juga, pihak lembaga akan memberikan arahan

apa yang harus dilakukan oleh pelapor selanjutnya. Pihak lembaga
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juga akan memberikan masukan dan saran-saran kepada pelapor yang
mana hal tersebut dapat membantunya menyelesaikan permasalahan.

Setelah pelapor dimintai keterangan, dikemudian hari pihak
lembaga akan menghubungi pihak terlapor. Hal ini dimaksudkan agar
pihak lembaga tidak hanya melihat permasalahan dari sudut pandang
pelapor. Dengan begitu pihak lembaga bisa menggalih dan
mengetahui inti dari permasalahan yang dialami oleh pelapor dan
terlapor.
. Tahap advokasi atau penanganan masalah

Tahapan ini  merupakan pemberian pelayanan berupa
penanganan masalah oleh lembaga. Tekait permasalahan kasus
pengasuhan anak pasca perceraian, yaitu dengan melakukan mediasi.
Dengan cara ini Lembaga akan mempertemukan kedua belah pihak
yang bertingkai dengan satu tempat yakni dikantor Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur. Hal ini dilakukan, jika masukan dan
saran-saran yang sebelumnya diberikan oleh pihak lembaga tidak
berhasil diimplementasikan oleh para pihak yang bersangkutan.
Sebelum pelaksaan mediasi berlangsung, pihak lembaga akan
mendiskusikan permasalahan tersebut, dengan para anggota yang
lain, yang mana hal tersebut dapat membantu dan menjadi refrensi
kepada anggota yang nantinya diberikan tanggung jawab

mendampingi para pihak yang bersangkutan dalam proses mediasi.
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Dengan cara mediasi dapat mendorong pelibatan aktif para pihak
yang terlibat konflik untuk duduk bersama menemukan solusi
terhadap persoalan yang ada. Mediasi mendorong perilaku yang lebih
tanggung jawab. Mediasi mendorong situasi pembelajaran dengan
memberdayakan orang untuk menentukan pilihan dan keputusan
sendiri tentang masalah yang mereka hadapi.®

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di kantor Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur, ini dilakukan karena pihak Lembaga
bisa mendampingi, mengkoordiner jalannya mediasi agar tetap
selaras dan menemukan jalan keluar yang adil dan mufakat serta
pihak lembaga dapat menjaga kerahasian yang dialami kliennya.
Yakni tidak mempertontonkan dan tidak menyaksikan proses mediasi
kepada publik. Hal ini juga agar terhindar dan mencegah para pihak
melakukan pertengkaran, menjaga martabat dan harga diri para pihak
agar tidak menjadi bahan perbincangan publik. Dengan begitu
lembaga akan dapat dipercaya oleh publik dalam menjaga
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pihak pelapor dan
terlapor maupun pihak yang bersangkutan.

Tujuan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur menerapkan
konsep mediasi dalam menangani kasus pengasuhan anak pasca

perceraian, sebab permasalahan ini melibatkan kedua orang tua dan

3 M. Isa Ansori (Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya,
16 November 2020.
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anak kandung. Mediasi adalah suatu penyelesaian secara adil yang
melibatkan para pihak yang terkait dalam suatu permasalahan secara
bersama-sama mencari penyelesaian terhadap permasalah tersebut.
mediasi merupakan konsep yang didasarkan sebagai upaya dalam
menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara para pihak yang
bertingkai. Dengan kata lain mediasi sebagai alternatif penyelesaian
sengketa.

Dalam prakteknya, pihak lembaga tidak hanya menjadi
penengah atau mengatur jalannya mediasi agar para pihak dapat
berdialog dan memusyawarahkan permasalahan yang dialami dengan
didampingi oleh pihak lembaga. Pihak lembaga juga akan
memberikan beberapa pemahaman terkait kasus tersebut.

’

Musyawarah merupakan ‘“keutamaan yang manusiawi”, ia
merupakan jalan lurus mengetahui dan mengungkapkan pendapat-
pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya
serta kejelasan dalam setiap permasalahan. Esensi musyawarah
menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia,
kebebesan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap

kemanusian itu sendiri. Cara seperti ini memberikan peluang besar

bagi para pihak untuk berdialog dengan landasan argumentasinya.*

4 M. Isa Ansori (Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya,
16 November 2020.
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Hal ini dilakukan agar para pihak sadar akan pentingnya
pemenuhan hak-hak atas anak, peran orang tua dalam kehidupan anak
agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Pihak Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur juga memberikan masukan-masukan
mengenai jalan keluar dari permasalahan dan menjelaskan beberapa
dampak dari berbagai usulannya. Fokus utama lembaga yakni
terhadap kepentingan si Anak, yang mana meskipun kedua orang
tuanya bercerai, hak si anak dapat terpenuhi dengan maksimal.

Dalam proses berlangsungnya mediasi, lembaga bersifat
koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Koordinatif di sini maksudnya
adalah menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan mengatur
suatu kegiatan agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan
tidak saling berbenturan. Dalam prakteknya, pihak lembaga akan
mediskusikan permasalahan yang dialami oleh kliennya, kepada
anggota yang lain. Kemudian dalam berlangsungnya kegiatan
mediasi, pihak lembaga tidak akan menuntut para pihak untuk
menggunakan jalan keluar yang diberikan oleh lembaga.® Pihak
lembaga lebih mengkoordinir agar kegiatan mediasi berlangsung
dengan selaras, di mana para pihak tidak merasa terpaksa dan
tertekan, serta pihak lembaga sebagai pihak penengah membangun

suasana yang harmonis agar tujuan dari adanya mediasi tercapai.

5 M. Isa Ansori (Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya,
16 November 2020
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Konsultatif maksdunya lembaga memberikan bantuan berupa
layanan konsultasi terhadap para pihak yang mempunyai
permasalahan mengenai anak. Dalam prakteknya, lembaga akan
memberikan masukan ataupun arahan untuk jalan keluar dari
permasalahan para pihak, dan disni pihak lembaga membantu para
pihak memperolen wawasan dan pemahaman cara yang perlu
dilaksanakan dalam menangani kondisi permasalahan tersebut.’
Sedangkan fasilitatif memiliki makna bahwa LPA memberikan
beberapa fasilitas dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak
berupa mediasi, konseling dan sebagainya.

Setelah proses mediasi berhasil dan telah menemukan jalan
keluar yang telah disepakati oleh para pihak, maka Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur akan membuatkan naskah
perdamaian. Dalam naskah tersebut, telah memuat butir-butir
kesepakatan oleh para pihak dalam penyelesaian konfliknya.
Kesepakatan yang dinyatakan oleh para pihak dengan mengucapkan
suatu ucapan-ucapan, misalnya setuju dan lain sebagaianya, harus
dituangkan dalam bentuk tertulis dengan bersama-sama menaruh
tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan mereka sebagai tanda

bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang

6 M. Isa Ansori (Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya,
16 November 2020



74

tertera di atas tulisan itu. Para pihak diharuskan untuk patuh dan

menjalankan sesuai yang telah disepakati.’

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber. Surat
perjanjian dari hasil mediasi tidak didaftarkan ke Pengadilan guna
diperoleh akta perdamaian, hanya saja surat perjanjian sebagai bukti
bahwa seorang tersebut telah melakukan mediasi atas kasus tersebut
dan diberikan oleh masing-masing pihak yakni para pihak yang
berperkara dan pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
selaku pihak penengah.®
Sesuai uraian tersebut, mediasi yang dilakukan oleh Lembaga

Perlindungan Anak Jawa Timur ini merupakan model mediasi settlement
mediation, yang mana dalam mediasi tersebut bertujuan untuk
mengkompromikan atau merundingkan kesepakatan agar tercapainya
jalan keluar atas permasalahan di mana hal tersebut demi kepentingan
anak.

Sesuai dengan visi misinya, Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur bertanggung jawab membantu dan mendampingi para pihak yang
bertingkai untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari
permasalahn tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa

kekurangan serta masalah-masalah yang dapat menghambat proses

7M. Isa Ansori (Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya,
16 November 2020
8 Titik (Staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 19 November 2020
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pelaksanaan mediasi agar berlangsung dengan lancar. Adapun masalah-

masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Karakter dari masing-masing orang tua.

Kurangnya pengetahuan atau rendahnya kesadaran bagi para pihak
terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur tidak memonitoring
perkembangan kasus pengasuhan anak pasca perceraian setelah
mediasi tersebut.

Dalam perjanjian perdamaian atau jalan keluar yang sudah disepakati
dan ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan tidak memiliki
kekuatan hukum yang kuat, sehingga memberikan para pihak
mengabaikan hal tersebut, dan rentan permasalahan timbul kembali.

Namun dalam menjalankan kegiatan mediasi oleh Lembaga

Perlindungan Anak Jawa Timur, terdapat pula beberapa faktor

pendukung yakni:

1.

2.

Memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Adanya dasar hukum berupa Undang-Undang No.35 Tahun 2014.
Fungsi dari adanya Undang-undang tersbut menjadikan Lembaga
Perlindungan Anak berwenang menangani segala kasus yang
berkaitan dengan anak.

Adanya kerjasama jaringan antara Lembaga Perlindungan Anak

jatim dengan instansi atau lembaga terkait guna mensukseskan



76

peyelenggaran perlidnungan anak dengan melalui mediasi kasus

pengasuhan anak.

4. Lembaga perlindungan anak jatim satu-satunya lembaga yang
Memeliki kewenangan untuk memanggil kedua belah pihak yang
bertingkai.

5. Tersedianya dana yang diberikan dari beberapa mitra kerja untuk
dapat terlaksananya kegiatan mediasi kasus tersebut.

6. Tersedianya fasilitatif tempat yang memadai untuk melakukan
kegiatan mediasi kasus pengasuhan anak.

7. Menjadikan rujukan atas permasalahan terkait anak.

8. Memberikan kemudahan para pihak yang bertingkai dalam proses
mencari jalan keluar dengan cara damai dan saling menguntungkan.

9. Tidak memerlukan biaya untuk para pihak menyelesaikan kasusnya,
karena LPA sendiri bertujuan untuk memberikan bantuan berupa
akses layanan.

Keberhasilan proses penanganan dan penyelesaian kasus pengasuhan
anak pasca perceraian dengan mediasi dari pra maupun kegiatan mediasi
berlangsung yang dilakukan oleh lembaga ini sudah cukup baik. Kasus
yang dilaporkan oleh pelapor tidak dibiarkan begitu saja setelah adanya
laporan dari pihak kepolisian yang dilimpahkan ke Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur maupun melaporkan langsung kepada
pihak lembaga untuk menindak lanjut dan mendampingi para pihak untuk

membantu mencari jalan keluar dengan cara musyawarah. Pun dalam
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proses penyelesaian kasus, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur juga
memiliki kontribusi besar terhadap pendampingan para pihak selama

mediasi berlangsung.

. Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa

Timur Dalam Memediasi Kasus-kasus Pengasuhan Anak Pasca
Perceraian

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan yang dimaksud
alternatif penyelesaian sengketa adalah®
“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara
konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud dengan sengketa

adalah'®

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak
melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan
Negeri.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1
Tahun 2016 menjelaskan yang dimaksud dengan mediasi adalah®!
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator.”

9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

19 bid

1 peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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Berdasarkan pada Pasal diatas bahwa mediasi adalah suatu proses
sistematis bermusyawarah sebagai salah satu sarana dalam alternatif
penyelesaian sengketa dengan didasari oleh itikad baik guna pencarian
solusi terbaik untuk membawa para pihak pada suatu kesepakatan, yang
mana kesepakatan itu diperoleh dan mendapat persetujuan dari pihak-
pihak yang bersengketa tanpa ada intervensi dari mediator.

Hal terpenting dalam rangka memberdayakan mediasi adalah
mengubah pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Setiap
masalah atau sengketa yang menyangkut hubungan perdata, sebaiknya
dapat diselesaikan dengan damai dengan musyawarah untuk mufakat
sebagaimana menjadi amanat Sila Keempat Pancasila.

“Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan”

Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia Kita
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Walaupun
memiliki hak masing-masing, sebaiknya juga harus memperhatikan
kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan
musyawarah sebelum mengambil kepetusan. Hal ini dilakukan untuk
menghargai pendapat satu sama lain.

Masyarakat harus benar-benar memahami bahwa mediasi adalah
perundingan para pihak yang terpimpin dan terorganisir oleh penengah
yang netral dan imparsial seperti halnya melakukan musyawarah yang

dipimpin oleh orang yang dipercaya mampu menyatukan para pihak.
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Mediator untuk memimpin jalannya kegiatan mediasi, memiliki

peranan penting agar kegiatan mediasi tersebut berjalan dengan selaras

dan mencapai hasil atau jalan keluar yang adil dan mufakat. Dalam

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa.'2

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat
Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

a.

b.

C.

Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para

Pihak untuk saling memperkenalkan diri

Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi Kepada Para

Pihak

Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan

tidak mengambil keputusan

Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak

Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)

Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak

Mengisi formulir jadwal mediasi

Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian

Menginventarisasi  permasalahan  dan  mengagendakan

pembahasan berdasarkan skala prioritas

Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk

1. Menulusi dan menggali kepentingan Para Pihak

2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi
Para Pihak

3. Bekerja sama mencapai penyelesaian

Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan

Kesepakatan Perdamaian

Menyampaikan laporan  keberhasilan, ketidakberhasilan

dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim

Pemeriksa Perkara

. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan

menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara

12 bid



80

n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Dari beberapa Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dalam
proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak
yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang
secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang
benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif,
solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa
menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu
hanya sebatas menfasilitasi para pihak untuk menemukan
penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi
perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk
melakukan intervensi terhadap kesepakatan para pihak yang bersengketa
kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang
disepekati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya
dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan
disepakati dalam akta perdamaian.

Pada Pasal diatas juga menjelaskan bahwa pada dasarnya yang
menjadi mediator adalah orang bukan hakim yang telah mendapat dan
memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi

oleh Mahkamah Agung.
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Dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa®®
“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh
mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah
memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah
orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat
dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sertifikat
mediator menjadi bekal penting untuk memahami prinsip dasar, teori, dan
mengasah kemampuan sebagai mediator. Selain itu mediator bersertifikat
mempunyai keistimewaan dan pengakuan pengadilan atas pembuatan
akta perdamaian, penetapan oleh pengadilan yang menjadikan
kesepakatan perdamaian sama kuat dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan pada pasal tersebut, pihak mediator yakni Lembaga
Perlindungan Anak tidak memiliki Sertifikat Mediator. Akan tetapi,
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur memiliki keahlian dalam
membantu penyelesaian dan sangat memahami permasalahan yang terjadi
antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana telah tercantum dalam
Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa:'*

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui

13 Ibid

14 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
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bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator.

Keuntungannya jika mediatornya adalah anggota pihak lembaga
sendiri adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan
karena pihak ketiga tersebut memahami arah penyelesaian yang akan
dipilih. Hal ini disebabkan karena pihak lembaga tersebut sebagai
penasehat ahli yang berpengalaman atau orang yang memiliki
kemampuan tinggi dalam urusannya, sehingga ia sangat memahami inti
dan konteks permasalahan yang dialami oleh kliennya. Pihak lembaga
alih-alih menjadi pihak penengah, juga sebagai pihak yang menuntun dan
memberikan pemahamanan terkait permasalahan yang dialami oleh para
pihak yang bersengketa serta memberikan beberapa pilihan alternatif jalan
keluar yang mana hal tersebut bersifat tidak memaksa para pihak yang
bersengketa untuk melakukannya.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa?®

“Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama
dalam mengemukan pendapat masing-masing.”

Dalam Pasal tersebut tahap penanganan kasus pengasuhan anak pasca
perceraian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
dengan cara mediasi, pihak lembaga memberikan keluasan untuk para

pihak yang bersengketa untuk berdialog dengan landasan argumentasi.

15 Ibid
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Para pihak yang bersengketa juga memiliki kesempatan yang sama dalam
hal menyampaikan kehendak dan pemikirannya.

Para pihak diharapkan untuk berpatisipasi secara langsung dalam
pertemuan dalam kegiatan mediasi yang diadakan oleh pihak lembaga di
kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Dalam kegiatan mediasi
berlangsung, pihak lembaga akan melarang pihak lain yang tidak
bersangkutan untuk menonton atau menyaksikan jalannya kegiatan
mediasi yang dilakukan oleh pihak lembaga. Begitupun juga kegiatan
mediasi selesai, pihak lembaga akan menjaga rahasia atas permasalahan
yang dialami oleh para pihak yang bersengketa dan tidak
mempublikasikan proses kegiatan tersebut kepada publik. Sebagaimana
tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:'®
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak
menghendaki lain.

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016
Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio

visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpatisipasi dalam pertemuan.

Tugas mediator atau pihak penengah yang dilakukan oleh pihak
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Sebagaimana yang termaktub

dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang

16 pergturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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menyebutkan tahapan tugas mediator, dalam prakteknya hanya beberapa
saja yang diterapkan oleh pihak lembaga.
Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
menyebutkan bahwa?’
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
Pengadilan di luar lingkungan pengadilan umum dan peradilan
agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang
dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur bersifat fleksibel, tidak berdasarkan prosedur mediasi maupun
ketentuan mediasi yang ada. Kegiatan mediasinya juga tidaklah
bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Karena tujuan dari adanya
kegiatan mediasi tersebut adalah untuk membantu penyelesaian sengketa
para pihak yang bersangkutan secara damai dan efektif yang mana dalam
konteks ini yaitu mantan suami dan mantan istri dalam memperoleh
penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan serta sebagai bentuk
penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagimana yang termuat dalam
konsiderasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa®®
“Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat,

efektif dan dapat membuka akses lebih luas kepada para pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.”

17 Ibid
18 Ibid
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Menurut Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa:*°
Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan
bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis

dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak
dan mediator

Berdasarkan pada Pasal-Pasal tersebut, setelah kegiatan mediasi yang
dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur adalah pihak
lembaga akan mendamaikan para pihak agar setelahnya tidak
menimbulkan dendam atau permusuhan diantara keduanya. Pihak
lembaga juga akan membuatkan kesepakatan perdamaian para pihak yang
bersengketa. Dalam kesepakatan tersebut, telah memuat butir-butir
kesepakatan oleh para pihak dalam penyelesaian konfliknya dan dalam
kesepakatan tersebut bisa membuat para pihak menjadi saling berdamai.

Perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan ketentuan khusus
diantara para pihak yang berperkara, ketentuan khusus yang dimaksud
adalah bahwa para pihak harus memberikan pengorbanan, apabila hanya
salah satu pihak saja yang berkorban maka tidak ada perdamaian, jadi
masing-masing pihak wajib berkorban. Maka jelas disini bahwa
perdamaian itu akan dapat berhasil atau tercapai apabila para pihak saling
mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalan
perdamaian. Adapun tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri

suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu

19 Ibid
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perkara.?’ Hal tersebut telah sesuai dengan yang tercantum pada Pasal
1851 KUHPerdata yang menyatakan bahwa?!
Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah
pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan

ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara
tertulis.

Pihak lembaga tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau
mencoret suatu katapun dari isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh
para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus
diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya dari seluruh isi
kesepakatan perdamaian itu.

Dalam suatu pembuatan naskah perdamaian kedua belah pihak yang
bersengketa pertama-tama harus ada saling menyadari dan ada kemauan
untuk menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan.
Persetujuan ini harus murni datang dari para pihak atau kedua belah
pihak. Artinya persetujuan tersebut bukanlah atas kehendak sepihak atau
kehendak pihak penengah ataupun mungkin paksaan dari pihak lain
(selain para pihak yang bersengketa). Pihak lembaga akan memastikan
dalam naskah perdamaian tersebut tidak memuat sesuatu yang melanggar
peraturan yang berlaku, tidak merugikan pihak ketiga dan memastikan

bahwa kesepakatan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan seksama.?

20 M.Isa Ansori (Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur) Wawancara, Surabaya, 16
November 2020.

21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

22 Titik (Staf Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 18 November 2020.
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Dalam hal ini, mengenai kesepakatan perdamaian tercantum dalam
Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 20162

Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator
wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan

yang:
a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau
kesusilaan

b. Merugikan pihak ketiga
c. Tidak dapat dilaksanakan

Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan
perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. akta perdamaian
merupakan sebuah perjanjian diantara para pihak yang bersengketa untuk
berdamai yang dilakukan di muka sidang. Akta yang dibuat ini harus
betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak
yang berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat
formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang
bersengketa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 dan 36
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa?*

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016
Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan

perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam
akta perdamaian

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016
Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang

berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan
kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian

2 peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

24 |bid
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kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperolen Akta
Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan

Dengan demikian akta perdamaian ini memiliki sifat khusus yaitu
kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian yang dibuat secara sah akan
mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat
dilakukan upaya banding. Dalam prakteknya, pihak lembaga sebagai
pihak penengah dalam melakukan penyelesaian sengketa para pihak
dengan cara mediasi, tidak menguatkan perjanjian perdamaian tersebut
ke dalam bentuk akta perdamaian. Pihak lembaga hanya memberi tanda
penguat bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah dibuat dan
diterbitkan oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, yang
mana pihak lembaga sudah diakui keahliannya dan selaku pihak yang
berkompeten dalam lingkup bidang urusannya.

Kegiatan mediasi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa
Timur dalam memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian
merupakan diantara kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.
Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak bahwa?®
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbubh,

berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi

%5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak
mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak
bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan
menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup,
berkembang dan tumbuh. Orang tua memang memiliki andil yang lebih
besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga
inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah
mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam
melindungi hak anak.

Peran masyarakat dalam melakukan perlindungan anak terdapat
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
yakni:

Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan

anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat terhadap

perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada Pasal di atas ini pun memberikan Amanah, tanggung jawab dan
kewajiban kepada masyakarat sehingga masyarakat tidak boleh lagi
berpangku tangan dan mengabaikan dalam hal perlindungan kepada
anak. Diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya
adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaran perlindungan anak yang dilaksanakan dengan

melibatkan organisasi kemasyarakat, akademis dan pemerhati anak?.

26 M.1sa Ansori (Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak) Wawancara, Surabaya, 16 November 2020
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Sehingga dalam hal ini masyarakat memiliki peranan penting untuk
melakukan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan
anak. Mediasi kasus pengasuhan anak pasca perceraian adalah bentuk
partisipasi masyakarat dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.
Usaha lembaga tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan
dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.?’” Maka
dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur berperan sebagai
relawan yang melakukan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana
yang tercantum dalam Undang-Undang No0.35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yakni :?8

Pasal 72 Undang-Undang No.35 Tahun 2014

1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara
perseorangan maupun kelompok

2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
olenh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga

kesejahteraan  sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga
pendidikan, media massa, dan dunia usaha

Berdasarkan pada Pasal tersebut dapat dijelaskan elemen masyarakat
yang terlibat dalam upaya perlindungan terhadap anak bukan hanya
orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, komisi perlindungan anak,

organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap

27 M. Isa Ansori (Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur) Wawancara, Surabaya, 16
November 2020
28 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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perlindungan anak. Upaya-upaya yang ditempuh diantara dapat
melakukan kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak. Dalam hal ini
lembaga telah melakukan mediasi terhadap konflik para pihak mengenai
hak asuh. Dalam melakukan kegiatan mediasi, pihak lembaga akan
memperhatikan dan mementingkan terlebih dahulu terhadap pemenuhan
hak anak.

Dengan ditandainya pembuatan naskah perdamaian menunjukkan
proses mediasi yang berhasil dan berjalan dengan lancar, dengan begitu
kegiatan ini telah mampu mewujudkan hak anak yang orang tuanya telah
bercerai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial
No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

1. Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak menyebutkan bahwa:

a. Ayat (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya
sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

b. Ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), anak tetap berhak:

1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap
dengan kedua orang tuanya

2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua
orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya

3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya

4) Memperoleh hak anak lainnya

2. Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013 tentang

Pengasuhan Anak
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a. Ayat (1) Anak yang berasal dari keluarga yang bercerai tetap
memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi
secara tetap dengan orang tuanya

b. Ayat (2) Salah satu orang tua yang bercerai wajib memberikan
izin kepada salah satu orang tua yang ingin bertemu dengan
anaknya



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam
memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian adalah
dengan memberikan pelayanan konseling dari tahap pelaporan
sampai proses penyelesaian kasus dengan mediasi, dengan
memberikan pendampingan, membimbing dan mengkoordiner para
pihak dalam proses kegiatan mediasi hingga mendamaikan para
pihak berupa naskah perdamaian.

2. Bahwa peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam
memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian secara
analisis yuridis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Setelah dianalisis dengan Peraturan Menteri Sosial No. 21
tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, maka peran Lembaga
Perlindungan Anak Jawa Timur dalam memediasi kasus-kasus
pengasuhan anak pasca perceraian telah mewujudkan hak-hak anak
korban perceraian orang tuanya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk

peran masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan
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anak yang sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Kedua, Setelah dianalisis dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih terdapat
kekurangan dalam kegiatan mediasinya terutama pada naskah
perdamaian yang dibuat setelah kegiatan mediasi berhasil. karena
naskah tersebut berasal dari mediasi diluar pengadilan yang
seharusnya didaftarkan ke Pengadilan untuk mendapat kekuatan
hukum yang kuat yang berupa akta perdamian.

B. SARAN

1. Agar peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam
memediasi kasus-kasus pengasuhan anak pasca perceraian dapat
berlangsung dengan lebih baik dengan menekankan kepada para
pihak yang berkonflik untuk berdamai dan lembaga agar melakukan
monitoring terhadap perkembangan pasca kegiatan mediasi.

2. Untuk suami istri yang sudah bercerai disarankan sebagai orang tua
agar meningkatkan kesadaran betapa pentingnya peran kedua orang
tua dalam kehidupan si anak dan lebih memperhatikan pemenuhan
hak-hak si anak.

Dengan selesai skripsi yang dibuat ini, maka penulis sangat menyadari
kekurangan yang ada dalam skripsi yang dibuat ini. Oleh karennya, maka

kritik dan saran untuk membangun skripsi ini agar lebih baik sangat
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dibutuhkan dan semoga skripsi yang ditulis bermanfaat bagi penulis dan

khalayak umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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